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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Hal ini membuat selain Perangkat Desa yang berperan dalam operasional desa dan pelayanan publik, peran penting Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan juga sangat dibutuhkan. Peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam mempersiapkan pelaksanaan pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemerintahan, kendala dan upaya untuk mengatasi kendala di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemerintahan di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sesuai antara pelaksanaan dengan perundang-undangan.. Kendala yang timbul di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 adalah perangkat desa hampir semuanya belum bisa mengoperasikan komputer dan anggaran untuk kebutuhan pelayanan publik yang dirasakan kurang. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi kendala yang timbul di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang adalah untuk mengatasi permasalahan kekosongan belangko KTP, KK maupun akta kelahiran dari desa terhadap masyarakat yang sering terjadi, memberikan pelatihan kepada perangkat desa, dan  meningkatkan anggaran serta program desa.









Law No. 6 of 2014 on Villages has elaborated systematically and is able to grant the rights of every village in Indonesia to develop the potentials of the village. In addition to Village Devices playing a role in village operations and public services, the important role of the Village Consultative Body in carrying out the oversight function is also needed. An active role of the community is also needed to provide input in preparing the implementation of village governance in accordance with the Act. So the purpose of this study is to describe and analyze the implementation of government, obstacles and efforts to overcome obstacles in Sumberarum Village District Tempuran Magelang District under Law No. 6 of 2014 on the Village.
This study employs empirical juridical approaches, ie approaches that accurately describe individual, particular circumstances, symptoms, or groups, or to determine the frequency of other symptoms in society. The specification of this research is the analytical descriptive that describes the applicable legislation relating to legal theories and practice of law implementation concerning the problem.
Based on the results of the research, it is found that the implementation of government in Sumberarum Village, Tempuran District Magelang Regency based on Law Number 6 Year 2014 about the Village is in accordance between the implementation with the legislation .. Constraints arising in Sumberarum Village, Tempuran District Magelang regency, Law No. 6 of 2014 is that almost all village units can not operate computers and budgets for the needs of public services that are perceived to be lacking. Efforts made by the Village Government to overcome the obstacles that arise in Sumberarum Village, Tempuran District, Magelang Regency is to overcome the problems of vacant KTPs, KK and birth certificates from the villages to the community which often happens, provide training to village apparatus, and increase village budget and program.
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